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NOMOR 6/PERMEN-KP/2018
TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa tempat kerja tidak terlepas dari potensi bahaya
lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan
dan kesehatan para penghuni yang berada di lokasi
tersebut;

bahwa  untuk  mendukung terwujudnya  upaya
keselamatan dan kesehatan kerja di kantor pusat dan
unit pelaksana teknis di daerah, diperlukan standar
penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional Nomor 120 mengenai Hygiene dalam

Perniagaan dan Kantor-Kantor (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2889);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian



Menetapkan

10.

11.

12.

2018, No.237

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1889);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik
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untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat, termasuk pegawai dan orang lain yang bekerja

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

10.

11.

12.

. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.

. Kepala Kantor adalah orang yang menjadi penanggungjawab

dalam penerapan program K3 di unit kerjanya masing-
masing, dalam hal ini Kepala Biro Umum melaksanakan
pembinaan di lingkup kantor pusat.

K3 Personel adalah K3 yang menjadi pedoman bagi seluruh
Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di lingkungan

Kementerian.

. K3 Gedung adalah K3 yang menjadi pedoman bagi seluruh

Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di lingkungan

Kementerian.

. K3 Tata Grha adalah K3 yang menjadi pedoman bagi

seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
lingkungan Kementerian yang berkaitan dengan kegiatan
tata grha.

K3 Laboratorium dan Penelitian adalah K3 yang menjadi
pedoman bagi seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang
berada di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan
kegiatan di laboratorium dan penelitian.

K3 Pelabuhan Perikanan dan Perkapalan adalah K3 yang
menjadi pedoman bagi seluruh Tenaga Kerja dan orang lain
yang berada di lingkungan Kementerian dalam
melaksanakan kegiatan di pelabuhan perikanan dan
perkapalan.

K3 Tambak adalah K3 yang menjadi pedoman bagi seluruh
Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di lingkungan
Kementerian dalam melaksanakan kegiatan di kawasan
tambak.

K3 Sekolah Kedinasan adalah K3 yang menjadi pedoman
bagi seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kegiatan di

kawasan sekolah kedinasan.
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K3 Pengawasan adalah K3 yang menjadi pedoman bagi
seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kegiatan
pengawasan.

K3 Pemeriksaan di Bandara dan Pelabuhan adalah K3 yang
menjadi pedoman bagi seluruh Tenaga Kerja dan orang lain
yang berada di lingkungan Kementerian dalam
melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bandara dan
pelabuhan.

K3 Karantina lkan adalah K3 yang menjadi pedoman bagi
seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kegiatan di
karantina ikan.

K3 Rumah Dinas adalah K3 yang menjadi pedoman bagi
seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kegiatan di
rumah dinas.

K3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah K3
yang menjadi pedoman bagi seluruh Tenaga Kerja dan
orang lain yang berada di lingkungan Kementerian dalam
melaksanakan pengelolaan limbah B3 di area kerja.

K3 Selam adalah K3 yang menjadi pedoman bagi seluruh
Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di lingkungan
Kementerian dalam melaksanakan kegiatan selam.

K3 Kapal Latih adalah K3 yang menjadi pedoman bagi
seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kegiatan di
kapal latih.

K3 Ruang Makan/Dapur adalah K3 yang menjadi pedoman
bagi seluruh Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kegiatan di
ruang makan/dapur.

K3 Asrama adalah K3 yang menjadi pedoman bagi seluruh
Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di lingkungan
Kementerian dalam melaksanakan kegiatan di asrama.

Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah

alat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pegawai



